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2. Melakukan pelatiahan kepada personil agar bisa meningkatkan 

kualitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan 

online atau Cyber Crime. 

3. Meningkatkan anggaran dalam penegakan hukum pidana terhadap 

tindak pidana penipuan online. 

4. Serta melengkapi sarana dan prasarana dalam memenuhi 

kebutuhan penyidikan untuk penegakan hukum terhadap tindak 

pidana penipuan online. 
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